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BUPATI SELUMA 
PERATURAN BUPATI SELUMA .... 

NOMOR O > TAHUN 2024 

TENTANG 

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN 

PENGGUNAAN DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELUMA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 21 ayat 

(6), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Dana Desa, telah diatur bahwa penghitungan dana desa 
' 

setiap desa, pagu dana d~sa yang ditentukan 

penggunaannya, perekaman realisasi dana desa yang 

ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya, 

dan tahapan dan persyaratan penyaluran dana desa yang 

ditentukan penggunaannya diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 146 Tahun 202'3 tentang Pengalokasian 

Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan 

Dana Desa Tahun Anggaran 2024, bahwa berdasarkan 

hasil perhitungan alokasi dana desa setiap desa, 

Pemerintah menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa 

Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Desa di 

Lingkungan Pemerintah Katiupaten Seluma dalam 
i 

menganggarkan Dana Desa ~alam APBDes Tahun 

Anggaran 2024 perlu ditetapkan rincian Dana Desa 

setiap Desa di Lingkungan ' Pemerintah Kabupaten 
·, 
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Mengingat 

Seluma dengan Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertirrtbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang 

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan 

Penggunaan Dana Desa di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 

Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4266); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
I 

3 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Perudang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapa tan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang . Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
' ' 

Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Leml:>aran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor i 13, Tambahan Lembaran 
I 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2b21 tentang Badan Usaha 
I 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
I 

2021 Nomor 21, Tambahan ilmbaran Negara Republik 
I 

Indonesia Nomor 6623); 
I 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

tentang ·Pengelolaan Transfet ke Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

9. Peraturan Menteri Dalam Neg~ri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 
I 
I 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 

2023 ten tang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 

2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 

Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 

3 

https://v3.camscanner.com/user/download


Menetapkan 

lJ. 1-'eraruran .uaeran Kabupaten ~eiuma Nomor U, 'lllhun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh 

Ta.tnm J\.nggaran lU:.d4 ltlenta .uaeran Kabupaten ::se1uma 

Tahun 2023 Nomor 07); 

1'+. t'eraruran tiupau ~emma 1~omor oo Tanun ~ u~1 tentang 

Pengelolaan Aset Desa Di Lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Se1uma (Serita Daerah Kabupaten Seluma 

Tahun 2021 Nomor 55); 

15. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten 

Seluma Tahun 2019 Nomor 03); 

16. Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Seluma 

Tahun 2023 Nomor 38); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENGALOKASIAN 

DANA DESA SETIAP DESA, PENVALURAN, DAN 

PENGGUNAAN DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2024. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai 

unsur penyeienggara pemedntah daerah Kabupaten Seiuma. 

3. Bupati adalah Bupati Seluma. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seianjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai 

unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asa1 usui, dani atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. 

7. Pemerintah DeRn odulah kcpala desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat desa scbagai unsur penyelenggara pemerintahan 

dcsa . 

8. Dana Desa adaJah bagian dart transfer ke daerah yang diperuntukkan 

bngi Dcsa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada 

setiap Desa. 

10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada 

Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat 

mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal 

dan Desa sangat tertinggal. 

11. Alokasi Kinerja adaiah alokasi yang dibag1 kepada Desa dengan i<lnerja 

terbaik. 

12. Alokasi Formula ada1ah aiokas1 yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis. 

13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 1KG Desa 

adaiah angka yang mencerminkan tingkat kesuHtan geografis suatu Desa 

berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 

infrastruktur, transportasi, clan komunikasi. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa 

adalah pemberian uang tunai kepada ketuarga penerima manfaat di Desa 

yang bersumber dari Dana Desa. 

16. Aplikasi Online Monitoring S1stem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang 

digunakan dalam rangka me-monitoring transaksi dalam sistem 

perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai 

dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. 

Pasai2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati inf meliputi: 

a . pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024; 

b. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 

2624;dan 
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c. penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024. 

BAB II 

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA 

Pasal 3 

(l) Dana Desa Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang 

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan 

Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan berdasarkan sebesar Rp 

146.770.877.000,00 (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus 

tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tupiah) . 

~ Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada 

setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma terdiri atas: 

a . Alokasi Dasar sebesar Rp 99.062.728.000,00 (sembilan puluh 

Sembilan miliar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan 

ribu rupiah); 

b. Alokasi Afirrnasi sebesar Rp 2.085.600.000,00 (dua miliar delapan 

puluh limajuta enam ratus ribu rupiah); 

c. Alokasi Kinerja sebesar Rp 5. 728.800.000,00 (lima miliar tujuh ratus 

dua puluh delapanjuta delapan ratus ribu rupiah); dan 

d . Alokasi Formula sebesar Rp 39.893.749.000,00 (tiga puluh sembilan 

miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat 

puluh sernbilan ribu ,rupiah). 

~ Alokasi Formula sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, 

Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk 

setiap Desa. 

f4) Tarnbahan Dana Desa dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung 

berdasarkan kriteria tertentu. 

Pasal4 

(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 

dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa. 

~ Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 

(tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk. 

Pasal !:> 

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b 

dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang 

6 

https://v3.camscanner.com/user/download


merniliki jumlah penduduk miskin terbanyak. 

~ Alokasi Afmnasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

MDesa 

Keterangan: 

MDesa 

DD 

DST 

DT 

(0,01 x DD)/{(1,1 x DST)+ (1 x DT)} 

Alokasi Afinnasi setiap Desa 

pagu Dana Desa nasional 

jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin terbanyak 

jumlah DesKa tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin terbanyak 

~ Besaran Alokasi Afinnasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi 

Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

~ Besaran Alokasi Afinnasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar l, 1 (satu koma 

satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2). 

Pasal 6 

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c 

dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik. 

~ Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap 

kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan 

se bagai beriku t: 

Jumlah Desa Persentase Jumlah Desa Penerima 

Alokasi Kinerja 

1- 51 17% (tujuh belas persen) 

52 - 100 16% (enam belas persen) 

101 - 400 15% (lima belas persen) 

401 - 500 14% (lima belas persen) 

Lebih dari 500 13% (lima belas persen) 

~ Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dinilai berdasarkan: 

a.kriteria utama; dan 

b.kriteria kinerja. 

~ Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: 

7 

https://v3.camscanner.com/user/download


a. Desa yang melaksanakan BLT pesa pada tahun anggaran 2023; 

b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap 

pagu Dana Desa tahuh anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh 

persen); dan 

c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 

sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa. 

~ Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: 

a. indikator wajib; dan/ atau 

b. indikator tambahan. 

~ Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu: 

a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% 

(dua puluh persen), terdiri atas: 

I. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan 

APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan 

2. status operasional badan use.ha milik Desa dengan bobot 50% 

(lima puluh persen); 

b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua 

puluh persen), terdiri atas: 

1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan 

bobot 45% (empat puluh lima persen); dan 

2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola 

dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan 

3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total 

Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan 

bobot 20% (dua puluh persen); 

c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% 

(dua puluh lima persen), terdiri atas: 

1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima 

puluh persen); dan 

2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (Hrna 

puluh persen); 

d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 

35% (tiga puluh lima. persen), terdiri atas: 

1. status Desa indek~ Desa membangun terakhir dengan bobot 50% 

(lima puluh persen); dan 

2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima 

puluh persen). 

(7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b 
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dikelompokkan menjadi: 

a. indikator tambahan minimal; dan 

b. indikator tambahan opsional. 

~ Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada e.yat (7) huruf 

(a) terdiri atas: 

a. pengiriman data APBDes tahun atJggaran 2021; 

b. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022; 

c. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2023; 

d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka 

menengah Desa terak:hir; dan 

e. keberadaan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah 

Desa dan perubahannya tahun anggaran 2023. 

~ Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf 

b, terdiri atas: 

a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun 

anggaran 2021; 

b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun 

anggaran 2022; 

c. pengiriman Laporan .Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan 

Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember 

tahun anggaran 2021; 

d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) ,Belanja Desa dan 

Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember 

tahun anggaran 2022; 

e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun 

anggaran 2023; 

f. ketersediaan infografis atau media informasi . lainnya mengenai 

APBDes tahun anggaran 2023; 

g. ketersediaan data dan/ a tau dokumen barang milik Desa; 

h. implementasi cash management system pada sistem pengelolaan 

keuangan Desa; 

i. implementasi sistem' keuangan Desa secara online pada pengelolaan 

keuangan Desa; 

j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022; 

k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun 

anggaran 2022; dan/ a tau 

1. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2022. 

(lq Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja 

Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
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dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6). 

Pasal 7 

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d 

dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut: 

a .jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); 

b.angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen); 

c.luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan 

d.tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen). 

(2)Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

AF Desa {(0,10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,40 x Z4)} x 

AF 

Keterangan: 

AFDesa = 
Zl = 

z2· 

Z3 

Z4 

AF 

Alokasi Formula setiap Desa 

rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa 

rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa 

rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 

wilayah Desa 

rasio 1 KG setiap Desa terhadap total 1 KG Desa 
I 

Alokasi Formula nasional 

(3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi 

habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang 

mendapat Dana Desa terkecil. 

Pasal 8 

(1) Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (4) berupa: 

a.kriteria utama; dan 

b.kriteria kinerja. 

(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a.Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024; 

b.Desa telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan 

c.Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 

tahun anggaran 2024. 
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(3) Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 

2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: 

a . pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa 

bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan 

berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan; 

b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang 

memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka 

kemiskinan Desa; dan/ atau 

c.pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana 

Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting. 

(4)Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa: 

a. tidak berada di kabupaten yang masuk kategori rentan berdasarkan 

peta ketahanan dan kerentanan pangan; 

b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka 

kemiskinan Desa; dan/ atau 

c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting; 

dan kriteria pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi. 

(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a .kinerja Pemerintah Desa, meliputi: 

1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan 

2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/ atau 

b.penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga. 

(6)Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot 

se bagai beriku t: 

a . perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 

2024 dengan bobot 15% (lima belas persen); 

b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan 

bobot 20% (dua puluh persen); dan 

c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua 

terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima 

belas persen) . 

(7) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri atas dan 

memiliki bobot sebagai berikut: 

a.ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua 

tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen); 
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b.ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua 

puluh lima persen); 

c.kelengkopan penyampalan Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) 

Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa 

tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan 

Desember dengan bobot 5% (Hrna persen); dan 

d.kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) 

Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa 

tahun anggaran 2024 unluk bulan Januari sampai dengan bulan Mei 

dengan bobot 5% (lima persen). 

Pasal 9 

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan 

Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 

berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). 

(2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan 

kepada Desa yang rnemiliki kinerja terbaik. 

BAB III 

PENYALURAN 

Pasal 10 

(1) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan 

b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. 

(2) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang 

diperuntukkan untuk: 

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan 

penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa; 

b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau 

c. program pencegahan dan penwunan stunting. 

Pasal 11 

(1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana 

dimaksud 10 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 
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ditentukan pengguna.annya setiap Desa, dilakukan paling lambat 

bulan Juni; 

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat 

bulan April. 

(2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan pengguna.annya ~ebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna 

Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, 

Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan 

penyaluran dari bupati secara lengkap dan bertar. 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I berupa: 

1.peraturan Desa mengenai APBDes; 

2.surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan 

3.peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai 

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa 

menganggarkan BLT Desa; dan 

b. tahap II berupa: 

l .laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 

2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukk~ rata- rata realisasi penyerapan paling rendah 

sebesar 60% (ena.m'. puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen). 

(4) Persyaratan penyaluran sebagaimana , dimaksud pada ayat (3) huruf b 

diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN. 

(5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a, bupati melakukan: 

a.perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) termasuk perekaman 

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa 

menganggarkan BLT Desa; 

b.perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya tahun anggaran 2()23; dan 

c.penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai 

dengan daftar rincian,Desa,melalui Aplikasi OM-SPAN. 

(6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: 
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a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk 

stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan 

program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; 

dan 

b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu 

sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan 

BLT Desa tahun anggaran 2023. 

(7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 

tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi 

jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan 

yang telah disalurkan. 

(8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b, bupati melakukan: 

a . perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 

tahun anggaran 2o'24 sebanyak bulan atau triwulan yang telah 

dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa 

menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan 

b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang 

disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN. 

(9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; 

b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah­

langkah akhir tahun. 

(10) Bupati bertanggungjawab, untuk menerbitkan surat kuasa 

pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat 

kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan 

penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD. 

(11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang 

ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah 

atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(12) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (11) ditetapkan oleh bupati. 
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(13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) serta sura~ pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(11) disampaikan dalam Bentuk dokumen digital (softcopy). 

(14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan 

bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan 

penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

Pasal 12 

( 1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), bupati menerima 

dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan 

benar sebagaimana dimaksud dalam ;Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 1 
I 

dan angka 3, dan huruf b. 
I 
I 

(2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa 

konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat 

dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan 

daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada bupati. 

(3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2). 

BABIV 

PENGGUNAAN 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas 

yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) yang terdiri atas: 

a.Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/ atau 

b.Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. 
i 

(2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a digunakan untuk: 

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan 

penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling 
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palin bo.nynk i (tign persen) dnri pngu Donn D sa setiap Desa. 

(5) ORlrun hal Pem rintah Desa rnenerima tamb han Dana Desa yang 

dihitung pada tnhun anggaron b rjnlan sebagaimana dimnksud dalam 

Pasal 3 ayat (4), Pern rintah Desa menganggarkan dan melaksanakan 

program ebagnimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3). 

Pasal 14 

(1) Calon k-eluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin 

yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

(2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrern. 

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga rniskin yang terdaftar 

dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa 

dapat menetapkan calon keluarga penerirna manfaat BLT Desa dari 

keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 

4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrem. 

(4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) dan aynt (3), Desa dapat menetapkan calon 

keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria seba.gai 

berilrut: 

a. kehilangan mata pencaharian; 

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 

dan/ atau difabel; 

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 

d.rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; 

dan/atau 
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e.perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. 

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat 

permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

(6) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya. 
I 

(7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 

(satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan 

keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai 

dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem. 

(8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrern sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, 

Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang 

bersumber dari kemente~an negara/lembaga/Pemerintah Daerah. 
I 

(9) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga 

miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

(10) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau 

keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa. 

(11) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 10) minimal memuat: 

a. nama dan alamat keluarga penerift:'a manfaat; 

b.rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok 

pekerjaan; dan 

c. jumlah keluarga penerima manfaat. 

(12) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu 

rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua 

belas per keluarga penerima manfaat. 

(13) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan 

setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak 

untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 
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(14) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa 

kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran 

BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati. 

(15) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada 

keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada 

Aplikasi OM-SPAN. 

(16) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan 

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, 

pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa 

yang tidak ditentukan penggunaannya. 

(17) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa 

yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(16) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari 

anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

huruf a. 

(18) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah ke]uarga 

penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan 

tersebut ditetapkan dalam peraturan .icepala Desa atau keputusan kepala 

Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa. 

(19) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan 

daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (18). 

(20) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak 

dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat aki.bat perubahan daftar 

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (18), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan 

huruf c serta Pasal 13 ayat (3). 

(21) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada bupati. 

(22) Dalam. hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berbeda dengan perekaman 

awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, bupati memberikan 

penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN. 

(23) Bupati mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa atau 
I 

keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pada 

Aplikasi OM-SPAN. 
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Pasal 15 

(1) Dalam hal kabupaten merupakan daerah yang berada pada kategori 

rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Desa 

diarahkan untuk menganggarkan program ketahanan pangan dan 

hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b. 

(2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh 

kementerian negara/lembaga yang berwenang. 

(3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa 

lokasi fokus intervensi penurunan stunting. 

(4) Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian 

negara/lembaga yang berwenang. 

(5) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih lebih Dana Desa tersebut 

dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). 

(6) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih kekurangan tersebut dapat 

menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. 

(7) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dan ayat (6) kepada bupati. 

(8) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) pada Aplikasi OM-SPAN. 

(1) Ketentuan mengenai: 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

a.rincian Dana Desa setiap Desa yang merupakan hasil penghitungan 

Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; 

b.format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; 
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c. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini; 

d. format kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 

2023 sebagaimana. dimaksud daln.m Pasal 12 ayat (2) sebagaimana 

tercantum dalam Lrunpiran IV Pernturan Bupati ini; 

e. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan 

sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (11) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; clan 

(2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

menjadi dasar bagi penierintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam 

APBDes tahun anggaran 2024. 

BAB VI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai ber!aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan • Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Seluma. 

Ditetapkan di Tais 

Pada tanggal 21 fEO~M'2024 

SELUMA, 

Diundangkan di Tais 

Pada tanggaJ 2, k~!Zv~ 2023 

SEKR';J~ -~~H KABUPATEN SELUMA, 

///_ - ~~i 
, ,_, I r.·• I , fl- rn \ 

\'. -- \ (,i. 1 
., ' · r 

·<_;:'/-;~ . • A:DiANTO 
. .....__ .. :,. ._ . -- .,. 

SERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR o~ 

20 
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR O 3 TAHUN 2024 
TANOGAL '2-, f ~rHfoP- ~,· 2024 

FORMAT KARTU SKOR DESA KONVEROENSI LAYANAN STUNTING TAHUN 

ANGOARAN 2023 

KARTU SKOR DESA 

KONVERGENSI LAYANAN STUNTING DI DESA (NAMA DESA) 

,Kode Deaa : .IKODE DESAI !Provins! : (NAMA PROVINSI) 

La.poran trlwulan : (PENYESUAIAN -
II)esa ; (NAMA DESA) TRIWULANJ 

!Kabupaten : (NAMA KABUPATEN) rrahun : 2023 

Kecamatan : (NAMA KECAMATAN) --·--

aKPM. : .(NIK KPM) 
. AMA KPM ·: (NAMA RPM) I 

.. 

A. DATA SASARAN TOTAL STATUS OIZI JUMLAH 
.. 

Normal: 
1 ~emaja Putri ~nemia: .. 

2 Calon Pertgailtin: dan calon pasangan· usia 
is_ubur - . 

Normal: 

3 llbu hamil dan ibu hamil KEK RESTI 
: 

. ' 
KEK: 

! 
!Normal : 

Gizi kurang: 
4 IAnak 0-59 bUlan IGizi buruk: 

Stunting: 

Normal 

Keluarga beresiko stunting dan keluarga Keluarga 
5 beresiko / 

rentan rentan stating 
~tunting: 

. ' Total Cakupan 

B. DATA CAKUPAN LAYANAN 
Total Ce.kupan La.yanan % 

Layanan Diterima 

1 ~emaja Pubi 

1. Pemeriksaan status anemia (Hb) 

2. Mendaoat Tablet Tambah Darah 

2 . Calon Pengantin 

. Pcrlkaa. Keaehatart (menerima TTD /Vaksin) 

2. Mengkuti bimblngan persiapan 
perkawinan 

3 Jbu hamil dan Nifas 

1. Periksa k ehamilan/ niCas . . 

2. Peserta Keluarga Berencana (KB) paska 

persalinan 
3. Ibu Hamil KEK mendapatkan tamhahan 

.. asupan Jtizi . 

--
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NOMOR 

{1) 

(2) 
- '' 

(3) 
' .. 

(4) 

(5) 

{6r 

. ' 

'' (7) 

(8) 

' . . . 

PETUNJUK PENGISIAN 

URAIAN 

Diisi kop surat Pemerintah Daerah tersebut 

. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat 
' - - .. ... ~ ~ 

Diisi nomor _pembuatan ·so:tai 
-·' 

• Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran 

:Diisi dengan doirumen ·persyaratan penyaluran sesuai dengan 

. tahapannya 

Dilsi jabatan penanda tartgan 

0 (paling rendah oleh pimpinan organisasi :perangkat Daerah yang 

. menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 

•pimpinan organisasi perangkat Da.erah yang menyelenggarakan • 

• urusan pemherdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan 

bupati/wali kota} 
·-- .. ,, · ··•·· ., .. 

. Diisi tanda tangan 

. (paling rendah -oleh pitpp_i~a:il organisasi perangkat Daerah yang 

-menyelenggatakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 

•pimpinan organisasi _perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

'- urusan pemberdayaan masyaraka:t :Desa ·berdasarkan penunjukan 

· bupati/wali kota) 

. Diisi nama penanda tangan 

. (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 

:pimpinan otganisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

: urusan. pemberdayaart masyar akat Desa berdasarkan penunjukan 

'bupati/wali kota) 
.. ... " ._., -· . . -- -- .. 
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NO NAMADESA ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI ALOKASI KINER.IA TOTAL 

17 Air Kemuning 544,646,000 208,229,000 - 204,600,000 957,475,000 

18 Sumber Malanur 481,802,000 164,812,000 - 204,600,000 851,214,000 

19 Air Pctai 544,646,000 200,782,000 - - 745,428,000 

20 Napa! Melintang 481,802,000 204,727,000 - - 686,529,000 

21 Serambi Gunung 607,490,000 228,487,000 - 204,600,000 1,040,577,000 

22 Air Payangan 481,802,000 217,543,000 - - 699,345,000 

23 Batu Tugu 481,802,000 224,319,000 94,800,000 - 800,921,000 

24 Kampai 544,646,000 222,467,000 - - 767,113,000 

- - -· - - - -----
166,667~000 

- - -·· 

25 Lubuk Ngantungan 481,802,000 - - 648,469,000 

26 Durian Bubur 544,646,000 171,769,000 - - 716,415,000 

27 MuaraDanau 481,802,000 123,451,000 - - 605,253,000 

28 Lubuk Gio 544,646,000 187,022,000 - - 731,668,000 . 

29 Kembang Seri 544,646,000 184,882,000 - - 729,528;000 

30 Bunut Tinggi 544,646,000 244,428,000 - - 789,074,000 

31 AirTeras 544,646,000 192,957,000 - - 737,603,000 

32 Lubuk:Gadis 481,802,000 168,450,000 - - 650,252,000 

33 Simpang Tiga Paga.r Gasing 544,646,000 126,535,000 - 204,600,000 875,781,000 

34 Harapan Mulya 481,802,000 185,704,000 - 204,600,000 872, 106,000 

35 MarasJauh 544,646,000 213,810,000 - - 758,456,000 

36 Bandung Agung 544,646,000 185,157,000 - - 729,803,000 

37 Pinju Layang 544,646,000 184,321,000 - - 72R,967,000 

38 Nanjungan 544,646,000 196,037,000 - - 740,683,000 

- -P:ige2 
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NO NAMADESA ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI ALOKASI KINER.IA TOTAL 

- -

39 Pctai Kayu 544,646,000 237,024,000 - - 781,670,000 

40 Napalan 481,802,000 237,333,000 94,800,000 - 813,935,000 

41 Renah Gajah Mati I 544,646,000 269,009,000 - - 813,655,000 
-

42 Renah Gajah Mati Il 544,646,000 280,648,000 - - 825,294,000 

43 Cugung Langu 481,802,000 241,052,000 94,800,000 - 817,654,000 

44 Rantau Panjang 544,646,000 254,065,000 - - 798,711,000 

45 Air Melancar 481,802,000 258,660,000 94,800,000 - 835,262,000 

46 MuaraDua 481,802,000 232,566,000 - - 714,368,000 

47 NantiAgung 544,646,000 200,739,000 - - 745,385,000 

48 Talang Durian 544,646,000 197,222,000 94,800,000 - 836,668,000 

49 GunungMesir 544,646,000 194,173,000 - - 738,819,000 

·· SO Kayu Elang 544,646,000 304,580,000 94,800,000 - 9-.4,026,000 

51 Padang Serunaian 544,646,000 183,041,000 - - 727,687,000 

52 Tebat Gunung 607,490,000 288,134,000 - - 895,624,000 

53 Melear Sari Mukti 481,802,000 224,295,000 - - 706,097,000 

54 Kemang Manis 481,802,000 '189,427,000 - - 671,229,000 

55 Gun.ung Megang 481,802,000 267,396,000 94,800,000 843,998,000 

56 Tela.tan 544,646,000 238,528,000 - - 783,174,000 

57 Suban 481,802,000 248,297,000 94,800,000 - 824,899,000 

58 Sendawar M4,646,000 247,184,000 - - 791,830,000 

59 Gelombiuig 544,646,000 228,316,000 - 204,600,000 977,562,000 

60 Lubuk Betung 544,646,000 168,824,000 - - 713,470,000 

Pagel 
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NO NAMADESA ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI ALOKASI KINERJA TOTAL 

61 Padang Peri 607,490,000 204,877,000 94,800,000 - 907,167,000 

62 KarangAnyar 544,646,000 198,721 ,000 . . 743,367,000 

63 Ujung Padang 607,490,000 338,835,000 . - 946,325,000 

64 Ketapang Baru 544,646,000 222,993,000 - . 767,639,000 

65 Tedunan 544,646,000 140,221,000 - - 684,867,000 

66 TalangAlai 544,646,000 235,825,000 . . 780,471,000 

67 Padang Bakung 544,646,000 138,884,000 . . 683,530,000 

68 JambatAkar 544,646,000 224,886,000 - . 769,532,000 

69 Gunung Kembang 544,646,000 149,738,000 . . 694,384,000 

70 Gunung Bantan 544,646,000 261,136,000 . - 805,782,000 

71 Maras Tengah 544,646,000 362,394,000 - - 907,040,000 

72 Padang Kelapa ' 
544,646,000 203,717,000 - . 748,363,000 

73 Pematang Riding 544,646,000 165,838,000 - - 710,484,000 

74 Talang Beringin 544,646,000 162,872,000 - . 707,518,000 

75 Genting Juar 544,646,000 169,148,000 - - 713,794,000 

76 Muara Maras 544,646,000 154,753,000 . . 699,399,000 

77 Rimbo Besa.le 481,802,000 195,630,000 . 677,432,000 

78 Muara Timput 544,646,000 120,531,000 - - 665,177,000 

79 Serian Bandung 544,646,000 157,488,000 . . 702,134,000 

80 Talang Kemang 544,646,000 192,037,000 - . 736,683,000 

81 Maras Bantan 544,646,000 154,637,000 - - 699,283,000 

82 KarangDapo 544,646,000 161,565,000 - 204,600,000 910,811 ,000 

Pagc 4 

https://v3.camscanner.com/user/download


NO NAMADESA ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI ALOKASI KINERJA TOTAL 

83 Sukamaju 544,646,000 267,371,000 - 204,600,000 1,016,617,000 

84 TalangAlai 544,646,000 238,498,000 - - 783,144,000 

85 Talang Benuang 607,490,000 207,192,000 - 204,600,000 1,019,282,000 

86 Padang Pelasan 544,646,000 191,758,000 - - 736,404,000 

87 Air Periukan 544,646,000 110,266,000 - - 654,912,000 

88 KebanAgung 544,646,000 189,334,000 - - 733,980,000 

89 Pasar Ngalam 607,490,000 234,181,000 - - 841,671,000 

90 Sukasari 607,490,000 181,014,000 - 788,504,000 

91 Kungkai Baru 607,490,000 211,734,000 - - 819,224,000 

92 TawangRejo 607,490,000 201,511,000 - - 809,001,000 

93 Lawang Agung 544,646,000 207,639,000 - 204,600,000 956,885,000 

94 Taha Lubuk Puding 544,646,000 196,767,000 - - 741,413,000 

95 Talang Sebaris 544,646,000 196,729,000 - - 741,375,000 

96 LubukGilang 544,646,000 207,397,000 - - 752,043,000 

97 LokasiBaru 607,490,000 281,811,000 - 204,600,000 1,093,901,000 

98 TalangGiring 544,646,000 254,980,000 - 799,626,000 

99 Padang Capo llir 544,646,000 190,187,000 - - 734,833,000 

100 Padang Capo Ulu 544,646,000 233,638,000 - - 778,284,000 

101 Talang Kebun 544,646,000 265,892,000 - - 810,538,000 

102 Gunung Agung 544,646,000 215,948,000 - - 760,594,000 

103 Cawang 544,646,000 253,573,000 - 798,219,000 

104 ArangSapat 544,646,000 332,548,000 - - 877,194,000 

Pagej 
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NO NAMADESA 

1 Niur 

2 LubukSahung 

3 Bukit Peninjauan I 

4 Padang Pelawi 

5 Kayu Arang 

6 Jenggalu 

7 Cahaya Negeri 

8 Bukit Peninjauan II 

9 Riak Siabun 

10 Padang Kuas 

11 Kuti Agung 

12 Riak Siabun I 

13 Sido Luhur 

14 Sumber Arung 

15 Sido Sari 

16 SariMulyo 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA 

NOMOR : o > TAHUN2024 

TANGGAL 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

DI LINOKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI 

607,490,000 173,784,000 -

544,646,000 104,015,000 -

607,490;000 262,109,000 
- . . -

607,490,000 206,579,000 -

544,646,000 102,238,000 -

544,646,000 152,001,000 -

607,490,000 210,126,000 -

607,490,000 237,333,000 -

607,490,000 273,375,000 -

544,646,000 284,330,000 -

544,646,000 265,018,000 -

544,646,000 173,717,000 -

607,490,000 284,804,000 -

544,646,000 234,333,000 -

607,490,000 315,010,000 -

607,490,000 355,101,000 -
Page I 

: "21 'f~vAltj 2024 

ALOKASI KINER.IA 

-
-

- -
204,600,000 

204,600,000 

204,600,000 

-
204,600,000 

204,600,000 

-
-

-
204,600,000 

204,600,000 

-

204,600,000 

TOTAL 

781,274,000 

648,661,000 

1,074,199,000 

814,069,000 

851,484,000 

901,247,000 

817,616,000 

1,049,423,000 

1,085,465,000 

828,976,000 

809,664,000 

718,363,000 

• 1.,096,894,000 

983,579,000 

922,SOO,OOO 

1,167,191,000 
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NO NAMADESA ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI ALOKASI KJNERJA TOTAL 

105 Dusun Tengah 544,646,000 280,172,000 - - 824,818,000 

106 Tanjung Kuaw 544,646,000 260,891,000 - - 805,537,000 

107 Napal Jungur 544,646,000 346,362,000 - - 891,008,000 

108 Tumbu'an 607,490,000 264,699,000 - 204,600,000 1,076,789,000 

109 Rena Panjang 544,646,000 222,011,000 - - 766,657,000 

110 Sakaian 481 ,802,000 153,038,000 - 204,600,000 839,440,000 

111 Lubuk Tcrentang 481,802,000 240,925,000 - - 722,727,000 

112 Tanjung Agung 481,802,000 202,757,000 - - 684,559,000 

113 Air Latak 544,646,000 158,496,000 - - 703,142,000 

114 Talang Perapat 607,490,000 245,655,000 - 204,600,000 1,057,745,000 

115 PagarAgung 544,646,000 223,416,000 - 204,600,000 972,662,000 

116 TalangTinggi 544,646,000 204,490,000 - - 749,136,000 -
117 Lunjuk 544,646,000 205,619,000 - - 750,265,000 

118 LubukLagan 607,490,000 357,230,000 - - 964,720,000 

119 Purbosari 607,490,000 179,651,000 - 204,600,000 991,741,000 

120 Scngkuang Jaya 544,646,000 134,040,000 - - 678,686,000 

121 Talang Sall 607,490,000 317,434,000 - - 924,924,000 

122 Kunduran 544,646,000 242,817,000 - - 787,463,000 

123 KotaAgung 544,646,000 279,411,000 - - 824,057,000 

124 Tcnangan 544,646,000 311,325,000 - - 855,971,000 

125 Rawa Sari 544,646,000 197,255,000 - 204,600,000 946,501,000 

126 TalangRami 544,646,000 242,263,000 94,800,000 - 881,709,000 

Pagc6 
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NO NAMA DESA ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI ALOKASI KINERJA TOTAL 

127 Talang Bcringin 544,646,000 324,940,000 94,800,000 . 964,386,000 

128 Pandan 544,646,000 320,628,000 . . 865,274,000 

129 Selingsingan 544,646,000 362,321,000 . 906,967,000 

130 Simpang 544,646,000 275,777,000 94,800,000 . 915,223,000 

131 Sekalak 544,646,000 273,307,000 94,800,000 . 912,753,000 

132 LubukResam 544,646,000 266,124,000 . . 810,770,000 

133 Sinar Pagi 481,802,000 260,071,000 94,800,000 . 836,673,000 

134 TalangEmpat 544,646,000 272,469,000 94,800,000 . 911 ,915,000 

135 Sukarami 544,646,000 190,139,000 . . 734,785,000 

136 Tanjung Seru 544,646,000 227,577,000 . . 772,223,000 

137 Tanjungan 544,646,000 148,883,000 . . 693,529,000 

138 PasarSeluma 544,646,000 186,593,000 . . 731,239,000 
-

139 Padang Genting 544,646,000 191,614,000 . 204,600,000 940,860,000 

140 Sengkuang 544,646,000 200,311,000 . . 744,957,000 

141 Tangga Batu 544,646,000 186,767,000 . . 731,413,000 

142 Tanjung Seluai 544,646,000 195,787,000 . 204,600,000 945,033,000 

143 Padang Merbau 544,646,000 207,603,000 . . 752,249,000 

144 PeringBaru 544,646,000 158,982,000 . 204,600,000 908,228,000 

145 Talang Padang 544,646,000 259,085,000 . . 803,731,000 

146 SukaMerindu 544,646,000 180,393,000 . . 725,039,000 

147 Napalan 544,646,000 162,346,000 . . 706,992,000 

148 Taba 607,490,000 227,281,000 . 834,771,000 

Pa&e7 
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NO NAMADESA ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI ALOKASI KINERJA TOTAL 

149 BakalDalam 544,646,000 246,375,000 - - 791,021,000 

150 Lubuk Lagan 544,646,000 226,125,000 - - 770,771,000 

151 Sungai Pctai 544,646,000 216,259,000 - - 760,905,000 

152 Suka Bulan 544,646,000 158,141 ,000 - - 702,787,000 

153 Tebat Sibun 544,646,000 170,270,000 - - 714,916,000 

154 Batu Balai 481,802,000 231,206,000 - - 713,008,000 

155 Pagar 544,646,000 227,429,000 - - 772,075,000 

156 Muara Simpur 481,802,000 179,081,000 - - 660,883,000 

157 PagarAgung 481,802,000 187,663,000 - - 669,465,000 

158 PagarBanyu 544,646,000 192,101,000 - - 736,747,000 

159 Simpur Ijang 481,802,000 186,420,000 94,800,000 - 763,022,000 

160 AirKeruh 544,646,000 - 219,725,000 94,800,000 - 859,171,000 

161 Hargo Binangun 544,646,000 266,036,000 - 810,682,000 

162 MekarJaya 544,646,000 343,356,000 94,800,000 - 982,802,000 

163 Girl Nanto 481,802,000 223,455,000 - - 705,257,000 

164 BanyuKencana 481,802,000 232,562,000 94,800,000 - 809,164,000 

165 Muara Nibung 481,802,000 236,339,000 94,800,000 - 812,941,000 

166 Tanjung Agung 481,802,000 143,194,000 94,800,000 - 719,796,000 

167 Girl Mulya 481,802,000 210,951,000 94,800,000 - 787,553,000 

168· PasarTalo 544,646,000 186,087,000 - - 730,733,000 

169 Dusun Baru 607,490,000 160,416,000 - - 767,906,000 

170 TalangKabu 607,490,000 374,436,000 - - 981,926,000 

Pages 
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NO NAMADESA ALOKASIDASAR ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI ALOKASI lGNER.JA TOTAL 

171 TanahAbang 544,646,000 217,237,000 - - 761,883,000 · 

172 Penago Baru 544,646,000 196,020,000 - - 740,666,000 

173 Nanti Agung 544,646,000 143,777,000 - - 688,423,000 

174 Talang Panjang 544,646,000 250,642,000 - - 795,288,000 

175 Penago I 544,646,000 190,453,000 - - 735,099,000 

176 Penago n 607,490,000 286,538,000 - - 894,028,000 

177 Rawahlndah 607,490,000 197,566,000 - - 805,056,000 

178 Padang Cekur 544,646,000 225,686,000 - - 770,332,000 

179 Padang Batu 544,646,000 210,270,000 - - 754,916,000 

180 Paluah Terap 544,646,000 225,561,000 - - 770,207,000 

181 Margo Sari 544,646,000 198,122,000 - - 742,768,000 

182 Mekar Sari 544,646,000 171,659,000 - - 716;305,000 
I 

JUMLAH 99,062,728,000 39,893,749,000 2,085,600,000 5,728,800,000 146,770,877,000 

~ ~ ~ 1'AVIAN 

Page9 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SF-LUMA 
NOMOR o > TAHUN 2024 
TANGGAL 2_ 1 F-rn~..i~\t--', 2024 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

Pegu. Desa Rp. 

Rek=in& 

:I lJRAIAN 

a tbl c l•lblcl d 

l. 

1 . 1 

·1 . : l · o 
1 

i ", . ·1 : ' 0 
2 

2 

2 1 

·2 l .. 0 

' 1 
2 1 0 

2 

Ill I 1:1) 

4 .I I • I • I PENDAPATAN 

4121 I .. 'L~SFER : 
.4'121 l l '"l'll.ANADESA 

5 

J0MLAH PENDAPATAN 

'BEL.ANJA 

BIDANG PENYELENGGARMN ' 
:PEMERINTAHAN 
St!BBIDANG ..... 

I , KEGIATAN ..... . 

:1--dst.. .. : . 

. BIDANG PELAKSANAAN' 
-l:-PEMBANGUNAN DESA 

SVB BIDANG ··· -

: t:KEGil\TAN ..... . 

dst. .... 

LAPORAN REAI.JSASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

TAHAP ............ TAHUN ANGGARAN ............ . . 

PEMERINTAH DESA ..... . .... ... .. .. .... . 

KECAMATAN ... ......... ..... . 

KABUPATEN/KOTA ........... . 

CAR.\ I ANGOARAl'I 
REAU 

SISA 
TENAGA DURASI UPAH KPM 

URAIAN I VOWNE I PENOA SIISI "ll.CAPAIAN KERJA 
KEWARAN KELUARAN KELUARAN DMN 

1 
Rp. Rp. Rp. Oran& Hari Rp KK 

131 I 141 I (SJ I 161 m 18>- I 
16)- (7) 191 I (JO) I (111 I (1:11 I 113) 

BLT 
I' KET 

Rp 

1 1141 .I 11s1 
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Rckening 

-
2 

a lbl c lalblcl d 

(1) 

3 

~ 
, :. l :-1 ! 

·2 

UR,JAN 

(2) 

BIDANG PEMBINMN 
KEMAS'/ARAKATAN DESA 
SUBBIDANG ..... 

KEGIATAN .. .... 

·dst. . .. , 

URAIAN 
JCELUARAN 

(3) 

VOl.UME 
KELUARAN 

14) 

CARA I ANGCARAN 
PENGA 
DAAN 

Rp. 

(S) (6) 

REAU I SISA I %CAPAIAN 
n:NAGA 

DURASI UPA.H KPM BLT SASJ KERJA 
KELUARAN J KET 

Rp . • I Rp. Orang Harl Rp KK Rp 

17) I ISJ -
(6) - (7J (9) (10) (Ill (12) ()3) (14) I (IS) 

.I. I 
4 I I I ·1 ·l .. I -- • .. • • • 1· I I I I I I 'Ii I I I I ---,-· . .. -, .. : ••• ... . • • .·BIDANGPEMBERDAYAAN .. ., ... .. , . . . · · ... · ' . . 

KEMASYARAKATAN QESA 
'; 4 1 '. 

4 J : 0 '. 
I 

4 ·,, · r; o · 
:z 

.SUB BIDANG ..... 

.·j l{EGlATAN ~-,·· 
! 

•'l ffdst. .. ~. 

~u 
I 

t; BlDANG.PENANGGULANGAN 

5 :I ·l : 

· t: BEN~A,.KEADAAN DARURA.T DAN • 
. •· MENDESAK DESA 
1.1• S~.BIDANO PENANGGULANOAN • 
• iBENCANA. 

5 

•~I 

J :1 0 . 
. : 0 . 

•·. ;f.PElfANG.GuµNGAN BE~CANA 
! l l 

s '='. .. !l~ 
1
,s 14 . ;I\. Baanja Tak Tcrduga 

··•5 -

5 

·1."J ·_o -1:s·14·j"T_, I·--·· :f: BeJanjaT.akTcrdup 
C? ' ' ' 

1.:1 0 1·s .I •4I11 :1 ~ ·1\'Belanja TakT~ga 
o ·.. , 1 • 

( 1. Stc:rilisasi fasilitaa umum ~ 
i lasilitas sosial Desa i 
• .. 2: Pen_yediaan Obat-obatim, 

11: 

.• ,1 1, 

·•' I 
!.., . 
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Rekming -
CARA ANOGARAN REAU 

SISA TENAGA 
DURASJ UPAH KPM BLT 1 2 URAIAN VOLUME SAS! %CAPA!AN ICERJA URA!AN PENG/I 

KET ICELUARAN l<ELUARAN 
DAAN KELUARAN • J b I C • I b IC I d Rp. Rp. Rp. Orang Hari Rp KX Rp 

(IJ 121 (31 14) (SJ 161 (7) (8) • 
191 (JO) (llJ (12) (13) (14) (ISi (6)-17) 

3. Pcmbuaten Ruang Isolasi 
Diri/Karantina Mandiri 1 
4. Pcnyediaan Alat Pt:rlindungan Diri ,., 
(Masker, APO Untuk Relawan, dst) , 

5. Pcmbuatan Antiscptik (hand 
sanitizer)/Disinfcktan, 
6. dll 1 

a.. . . .,. • . ~ . . ' . 

· 5 2 ·· 
.. 

SUB BlDANG KEADAAN DARURAT 
! 

I 

: '· .... ... -..... . - . . .... . .. . 
5 2 o-- ICEADAANDARURAT 

0 I i 
: 5 2 · o s 4 Bcwija Tak'Tcrduga 

' ' 
0 -· s · 2 0 5 4 1 Belanja TakTcrduga 
0 

5 "2 0 S ' 4 · 1 • o-• 'BclaiiJa Tak. Tcrduga 
0 1 

5 3 SUB BlDANG KEADAAN MENOESAK 
I 

I s · 3 : 0 . 
.. 

• KEADMN MENDESAK . . . . . .. •\ 

. o i 
. 5 3 0 ~ - 4 Bclanja Tak: Tcrduga 

\ <t ... . ' . , . .. .. \ , .• ' '• ··- ... ·-~~, .. ... . 
i' 5 • ··3 ..... o . s ... l ·' Bclaiua Tak' Tcrduga .. . . 

I • 0 

5- 3 i .0 s · 4 l 0 ! BclanjaTakTcrduga 
: 

' 
. 

'· o · 1 ,\ '. 

·' l. Bai:)tuan LR.npmg Tlln$i (BL'Jl 1 
.. 

· ·- -· •. .. 
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-
Rekening 

- 1 
REAU TENAGA 

CARA ArlGGARAN SISA 
KER.IA 

DURASI UPAH KPM BLT 
URAIAN VOWME SAS! %CAPAIAN ) 2 URAJAN PENOA KET KELUARAN KELUARAN DMN K2 LUARAN 

• I b I C • I b I C I d Rp. Rp. Rp. Orang Harl Rp !CK Rp 

( ) ) (2) (3) (41 (51 (6) 171 
(8) • 

(9) (10, (Ill (l l J (13) () 4 ) (I S) 
(6}-f71 

BLT Bu,an Pt:rtama 

BLT Bulan kc ...... dst 

6 PEMBIAYMN 

6 2 Pmgeluaran Pembiayaan 

6 2 2 Pmyertaan Modal Desa 

6 2 2 l ~ Modal Desa 

JUMLAHr'EMBIAYAAN . . . , 
- -·· ;·· ..... . . . -~ . 

JUMLAH ; 
•·. 

(PENDAPATAN - BELJ\NJA . -
PEMBlAYAAN) 

, Tidak mc:ngikat pada pen.amoran dan nama kcpatan . ., Kcpala dinas pcmbcrdayaan masyarakat deaa (dpmd)/dinas 
pembeniayaan masyarakat daD .kampung (dpmk) dapat 
inenandatangaoi laporan untuk Dcsa yang lokasinya su1it 
terjangkau. 

. .............. ·······- ···- ·- ·.2024 

Kcpala Dcsa/Kepala dpmd/dpmle"') 

( .................. .......... ) 

--··- ---
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PETUNJUK PENGISIAN 

NOMOR URAIAN 

1 Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes 

2 Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan 

yang menggunakan Dana Desa 

3 Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Conteh: Pembangunari. 

Jalan 

4 Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah-

dan satuan keluaran. Conteh: 500 meter 

5 Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Conto.h : swakelola, 

kontraktual 

6 Kolom (6) diisi denganjuml~ anggaran,_ dalatn ~atuan Rupiah 

1 Kolom (7) .diisi dengan_j~ah reaji~~si d_eJ~ .Qa~a,.n :~llpiah. 

8 Kolom (8) diisi dengail selisih antara anggaran .dan reali-sasi dalam • 
. . 

satuan Rupiah 

9 Kolom (9) diisi dengan persentase capaian keluaran dengan 

perhitungan sebagai ~~rikut: 

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik 

dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan 

dan foto 

b. Kegiatan _ non ~-~i_k dlljiturt~ __ dengllli_:cara: ·------- . .... . . . .. . . 

- Penyelesaian kertas ·kerja/kerangka •• acuan· kerja yang 

memuat la tar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan 
ailr!r!aran sebesar 30%· . 

- Undangan pelaksanaan kegiatan_, daft:ar peserta pelatihan 

dan konfirmasi pen2aiar:. sebesar 50%: 
- Ke~iatan telah -terlaksana. sebesar 80%: dan 

Lacoran Pelaksanaah Kettiatari :dan Foto .. sebesar 1:00% .. . ..... . 
. ; 

-
10 Kolom (10), (11), clan (i2) dalarii rangka ·pelaksan·aan program cash 

for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang 

Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

11 Kolom (13) dan (14) dalam' rangka pelaksanaan jaring_ pengaman . 

sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga. penerima : 

manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan .Dan~ Desa pada bidang 

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dart Mendesak., 

Desa. . -
12 Kolom (15) difsi dertgan keterangan. Corttoh: berapa keh.1aran yang 

telah terlaksana (kuantitas) 

\) p 4~ - , __ T 
q,f t1P~·11 j:'\~ MA, 

* ~ )*V . \S' ,..,_ ~ 

~LU~ 
... -uCTAVIAN 
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FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA 

LAMPIRAN IJ1 PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR o J TAHUN 2024 
TANGGAL -i, rGg,2...,e~• 2024 

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA .... . . 

TAHUN ANGGARAN 20 ... 

DETIL 
AI.AMAT NAMA NOMOR NAMA KODE 

NAMA KODE NAMA 
NPWP KANTOR KECAMATAN PROVINSI PEMILIK 

REKENING CABANG POS NO. BANK DESA DESA DESA REKENING BANK 
.... 

(1) -·· (2) (3) .••. (4) • (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) .(12} 

. . . 
' ; ' 

' 

.... ...................... .... . ...... .. .. , ... ... ........................ (13) 

··········~•···· ·--··· ............ ... ,. .... ., .. ................. (14) 

...... ........... ........... ........ ............... ....... .. .... ..... (15) 

.••• .•.. ·••••• •• •••••• .•••.... ·•· •••••·• .••.•.••. •••.. •., ••• •••••••••• ( 16) 

I 

I 
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PETUNJUK PENGISIAN 

NOMOR URAIAN 

(1) Diisi nomor urut 

(2) Diisi nomor kode desa 

(3) Diisi nama desa 

(4l Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan 

(5} Diisi alamat kantor desa 

(6} Diisi nama kecamatan wilfl.yah desa tersebut berada 

(7) Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada 

(8) Diisi nama bank rekening kas desa tersebut 

(9) Diisi nama rekening kas desa tersebut 

(10) Diisi nomor rekening kas desa tersebut 

(11) Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa 
tersebut berada 

(12) Diisi kode pos alamat desa tersebut berada 

(13) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat 

(14) Diisi jabatan penanda tangan 

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
penunjukan bupati/wali kota) 

(15) D_iisi tanda tangan 

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
penunjukan bupati/wali kota) 

(16) Diisi nama penanda tangan 
, 

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan , 
penunjukan bupati/wali kota) 

#.- -p A~ M / 
_,_ -~ 

'?91 ,~ b -:r:t~. ,I \ .,,. 

;~ i ....... 1 .. ' t * l~ -\i, ~.,,_?.,,,.t.: ;,• *) . ,}, .~ ' 

lf W1N .-.O ~ V) AN 
• .t;, l., U ~!- / I 

.........__ _,,.. 
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F. Desa Melibatkan Warga dan Multi Pihak 
Dalam Rembuk Stunting Desa I Pilihan I 

E. Kendala. yang diha.dapi: 
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1-1. M ngkonaunisi tRblet tnrnbnh dareh ('ITD) 
(mlnlm l 90 tn.blet aelnma ml\l!ln 
kehnmlltml 

. ···-··- -•·- - --· .. 
4 v\nnk 0-59 bulan 

1. Pctnnntl\u1m Tumbuh Kembnng ~a.tang kc 
poavtmdu./lavanan keaehatan la nval 

12. Menlrlkuti kesdatan BKB/PAUD 
3, Annk gizi kurnng/buruk/etuntlng 

mendapatkan tambahan asupan gizl dan 
konselinl! 11:121 

4 , Annk mendnpatkan lmuniaesl dasar 
lennkao 

5 
Keluarga beresiko stunting dan keluarga 
rent.an 
.1. Keluarga memiliki ka~ keluarga 
2. Kcluarga memlllld akaea kc aumber air 

beralh l minum 
13. Keluarn memUild akaea ke jamban 11ehat. 
4.' Keluarga mem!Ukt kepeaertaan janilnan 

keaehatan lmandirV aubaidil 
5. Keluarga rentan (soslal/ekonomi/difabel) 

terdaft:ar acbagai peaerta program bantuan 
aoslal (PKH/BLT-DD/Program sejenis) 

i,, Keluarga memilild akses 
aanitasi/pembuani;i:an limbah-lavak: 

7. Keluarga bereslko stuntirtg-mendapat 
pendempin~an oleh TP~ 

9. Kelua.rga. bereaiko Stunting menJo.di 
peaerta kegiatan ketahanan pangan 
keluarga/pemanfaatan lahan pekarangnn 
untuk .oenini;i:katan asunen '1Hzi 

Total 
h:otal Konvegensi C. KONVEROENSI LAYANAN (cakupan la,yanan) Konvergensi % 

Lavanan diterima 
1. Remaja Putn 
~- Caton Pengantin dan calon paaangan usla 

subur 
13. lbu Hamil dan ibu hemil KEK 
14 . Anak {0-69 bulanl 
15 . Keluarga memiliki sasaran stunting dan 

kelulUJla beresiko stuntln11 
if otal Konvergenal Deaa 

D. FASil,ITASI DESA 
1. Anglea Konvergensi Desa. Talmn Scbclumyll Nila! 
2. Jumlah Alokasl anggaran Dana Desa 

Untuk kcgiatan Stunting Termasuk 
lnsentlf Kader 

Total Rp. 

3. Jumlah Rcalisasi anggaran Dana Deso. 

i Untuk kegiatan Stunting Termaauk Tota l Rp. 
lnsentlf Kader 

14 . Deaa Memiliki KPM,TPK dan Kader • • 
posyandu yang dilatih mengunakan modul Pilihan umum 

::>. Deea melakukan Rapat evaluaai min. 2 
kall dlm 1 tahun atas pelaksartaan • Pilihan konveraenai atuntin~ 

Dipindai dengan CamScanner 
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LAMPlRAN V: PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : OJ TAHUN 2024 

TANGO AL : -i., 'f~<r2uA-,-, 2024 

0, FORMAT SURAT PEN'OANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN 

(KOP SURAT) ....... (l) 

............... , ................... (2) 

Kepada: 
Yth. Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran 

Dnna Deso, Insentif, Otonomi Khusus, dan 
• Keistimewaan 

Di 
Tempat 

SURAT PENOANTAR 
NOMOR: ......................... (3) 

No, Urnlnn Jumlah Dokumen 
1, Bcrsnmo inl dlsampnikan 

dokumcin persynratan 
penyoluron Dann Desn yang 1 berkas 
tidnk ditcntukan 
penggunnnnnyn/Dnnn Desa 
ynng ditcnttlkan· 
penggu11aannya tahap 
.......... (4)w), dcngan rincinn 
sebngai berikut: 
0., .. , ......... ,, . ' ... , ' ........... ' ... . (5); 
b . ........ , ........... ~ ............... . 
c. Ost 

Keterangan **) 
Dilampiri dengan 

kertas kerja 
(worksheet) 

penghitungan 
rincian Dana 

Desa setiap Desa 
hasil cetakan 
Aplikasi OM­

SPAN yang 
ditandatangani 

oleh 
pcnandatangan 
surat pengantar 

2. I{a.mi bertangg\ll'lg jawab penuh atas kebenaran substansi data dan 
dolrumen yang disnmpaikan serta membebaskan KPPN da.ri tanggung 
JE\wab ntae nkibo.t ketidakbenartm data dan dokmncn yang dhmmpnikan . 

Tompo.t, Tnnggn.l ..... 

•••••• •••• , ••••••••••••• ••••••••••••••• ·······• ~•••1.••··• \ tt '''''''' • •• ••• , •••• (6) 

••••. , .••.•...• ', ......•.•. . ·············· ..... .. , .. , .... , .. ,.,' ... ....... , .. ,(8) 

•1 DlplllJ1 tal h ltiUU pcnyalur n D nJ Dee )"llng tldnk dltcntuk1u1 pensgunoann} a 
ot«\u D nil D • yan dlt~ntuk't\n p n(m\mll"nny , 

h) KltU8UI t11l111.p J 
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